BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian sebelumnya, maka dapat
disimpulkan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Harmonisasi norma antara UU HKPD, PP No. 35 Tahun 2023, dan Perda
Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023 belum sepenuhnya menjamin kepastian
hukum dalam pemungutan opsen PKB karena masih terdapat beberapa
disharmoni terkait kewenangan pemberian insentif fiskal dan mekanisme
penetapan NJKB. Konflik antara Pasal 39 Perda Jawa Tengah No. 12 Tahun
2023 dan Pasal 5 PP No. 35 Tahun 2023 menunjukkan adanya pertentangan
norma vertikal, sementara perbedaan pengaturan NJKB berpotensi
menimbulkan ketidakpastian dalam dasar penghitungan PKB dan opsen
PKB. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi opsen PKB di Jawa
Tengah masih belum sepenuhnya konsisten dengan asas kepastian hukum.

2. Relaksasi pajak melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi wajib pajak setelah Opsen PKB berlaku penuh,
karena berdampak pada besaran pajak terutang, perlindungan hukum atas
pembayaran berdasarkan dasar hukum yang lemah, serta potensi risiko
moral berupa penundaan pembayaran. Secara yuridis, kebijakan ini juga
bermasalah karena keputusan gubernur tidak cukup kuat untuk mengatur
kewajiban publik secara massal, berpotensi mengurangi penerimaan opsen

kabupaten/kota tanpa keterlibatan mereka, dan tidak sepenuhnya memenuhi
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asas legalitas. Akibatnya, kebijakan tersebut dinilai tidak cukup sah untuk
mengubah kewajiban opsen PKB dalam UU HKPD dan berpotensi
menimbulkan kerugian penerimaan daerah yang signifikan.
B. Saran
Berdasarkan Kesimpulan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya,
maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat perlu menerbitkan aturan pelaksana teknis yang
memperjelas makna "insentif fiskal" dalam Pasal 84 UU HKPD, khususnya
instrumen hukum mana yang sah untuk memberikan insentif yang
memengaruhi basis penghitungan opsen PKB. Klarifikasi itu dapat
dituangkan melalui revisi PP No. 35 Tahun 2023 atau petunjuk teknis
bersama antar-kementerian. DPR RI dan pemerintah juga perlu
menyelaraskan Pasal 9 ayat (4) UU HKPD dengan Pasal 8 PP No. 35 Tahun
2023 agar mekanisme penetapan NJKB tidak menghasilkan dua angka
berbeda sebagai dasar penghitungan PKB dan opsen PKB.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menghapus ketentuan Pasal 39
Perda No. 12 Tahun 2023 yang memberi Gubernur kewenangan
menerbitkan Keputusan Gubernur yang memengaruhi basis opsen PKB.
Program relaksasi PKB perlu beralih ke instrumen yang tepat yaitu
Peraturan Gubernur untuk relaksasi umum, atau Perda jika menyentuh dasar
pengenaan pajak, dengan cakupan yang dibatasi pada sanksi administratif

tanpa mengurangi pokok PKB.
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